
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 



PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD 
GUIDELINES FOR IMPLEMENTING ANTI-FRAUD STRATEGIES 

 

Jenis Perbuatan yang Tergolong Fraud  Types of Acts Classified as Fraud 
1. Korupsi 

Perbuatan dengan maksud menguntungkan 
suatu pihak, baik secara sendiri maupun 
bersama dengan pihak lain, secara melawan 
hukum dengan menyalahgunakan 
pengaruhnya dalam suatu transaksi bisnis, atau 
penyalahgunaan posisi atau kewenangannya 
yang dapat menguntungkan atau merugikan 
Konsumen, Perusahaan dan/atau pihak lain baik 
secara langsung maupun tidak langsung. 

Korupsi meliputi: 

a. Benturan kepentingan yang merugikan 
Perusahaan dan/atau Konsumen. 

b. Penyuapan 

c. Penerimaan tidak sah 

d. Pemerasan 

2. Penyalahgunaan Aset 

Perbuatan dengan maksud menguntungkan 
diri sendiri dan/atau orang lain secara melawan 
hukum dengan menyalahgunakan aset 
Perusahaan dan/atau pihak lain yang dikelola 
dan/atau dikuasai, tanpa melalui prosedur yang 
berlaku di Perusahaan dan/atau pihak lain yang 
menyebabkan kerugian atau potensi kerugian 
terhadap Perusahaan dan/atau pihak lain. 

Penyalahgunaan aset meliputi: 

a. Penyalahgunaan uang tunai 

b. Penyalahgunaan persediaan 

c. Penyalahgunaan aset lainnya 

3. Kecurangan Laporan Keuangan  

Kesalahan penyajian yang disengaja atau 
kelalaian dalam jumlah atau pengungkapan 
dalam laporan keuangan (termasuk off balance 
sheet) yang tidak sesuai dengan praktik 
akuntansi yang berlaku umum dan didesain 
untuk menguntungkan pembuat kecurangan 
atau merugikan Konsumen, Perusahaan, 
dan/atau pihak lain. 

Kecurangan laporan keuangan meliputi: 

a. Melebihkan kekayaan bersih dan/atau 
pendapatan bersih; atau 

 1. Corruption 

An act committed with the intent to benefit a 
party—either individually or in conjunction with 
another party—in violation of the law by 
abusing one’s influence in a business 
transaction, or by abusing one’s position or 
authority in a manner that may benefit or harm 
Consumers, the Company, and/or other parties, 
either directly or indirectly. 

Corruption includes: 

a. Conflicts of interest that harm the 
Company and/or Consumers. 

b. Bribery 

c. Illegal acceptance of payments 

d. Extortion 

 

2. Misuse of Asset 

Acts committed with the intent to unlawfully 
benefit oneself and/or others by misusing the 
assets of the Company and/or other parties that 
are managed and/or controlled, without 
following the procedures in place at the 
Company and/or other parties, resulting in 
actual or potential losses to the Company 
and/or other parties. 

Misuse of assets includes: 

a. Misuse of cash 

b. Misuse of inventory 

c. Misuse of other assets 

3. Financial Statement Fraud  

Intentional misstatements or omissions in 
amounts or disclosures in financial statements 
(including off-balance-sheet items) that do not 
conform to generally accepted accounting 
principles and are designed to benefit the 
perpetrator or harm consumers, the company, 
and/or other parties. 

Financial statement fraud includes: 

a. Inflating net worth and/or net income; or 

b. Understating net worth and/or net income. 



b. Mengurangi kekayaan bersih dan/atau 
pendapatan bersih. 

4. Penipuan  

Perbuatan oleh suatu pihak, baik secara sendiri 
maupun bersama pihak lain, yang bermaksud 
menguntungkan atau menghindari kerugian 
secara melawan hukum dengan memanipulasi, 
mengelabui, memberikan gambaran semu, 
menyesatkan, melakukan tipu muslihat atau 
kebohongan terkait produk dan/atau jasa 
Perusahaan, kegiatan perdagangan atau 
transaksi, keadaan pasar, dan/atau harga, baik 
langsung maupun tidak langsung, yang 
merugikan atau tidak merugikan terhadap 
Konsumen, Perusahaan, dan/atau pihak lain. 

5. Pembocoran informasi rahasia 

Perbuatan dengan maksud menguntungkan 
suatu pihak, baik sendiri maupun bersama 
dengan pihak lain, secara melawan hukum 
dengan menyebarkan segala informasi yang 
bersifat rahasia milik Perusahaan dan/atau 
pihak lain kepada pihak yang tidak 
berkepentingan, yang dapat menguntungkan 
atau merugikan Konsumen, Perusahaan, 
dan/atau pihak lain. 

6. Tindakan lain yang dapat dipersamakan dengan 
fraud sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

 

4. Fraud  

An act by a party, either alone or in conjunction 
with another party, intended to unlawfully 
benefit or avoid loss by manipulating, 
deceiving, presenting a false impression, 
misleading, or engaging in trickery or lies 
regarding the Company’s products and/or 
services, trading activities or transactions, 
market conditions, and/or prices—whether 
directly or indirectly—that may or may not 
cause harm to Consumers, the Company, and/or 
other parties. 

 

5. Disclosure of Confidential Information 

Any act committed with the intent to benefit a 
party—whether alone or in conjunction with 
another party—in violation of the law by 
disclosing any confidential information 
belonging to the Company and/or another party 
to an unauthorized party, which may benefit or 
harm the Consumer, the Company, and/or 
another party. 

 

6. Other acts that may be deemed equivalent to 
fraud in accordance with applicable laws and 
regulations. 

Pilar Strategi Anti Fraud  Pillars of the Anti-Fraud Strategy 
1. Pencegahan 

Pilar pencegahan berisi langkah untuk 
mengurangi risiko terjadinya Fraud, mencakup 
kesadaran anti Fraud, identifikasi kerawanan, 
dan kebijakan mengenal pegawai, serta langkah 
lain yang diperlukan untuk pencegahan Fraud. 

2. Deteksi 

Pilar deteksi berisi langkah untuk 
mengidentifikasi dan menemukan Fraud dalam 
kegiatan usaha Perusahaan, mencakup 
kebijakan dan mekanisme whistleblowing, 
pemeriksaan mendadak, dan sistem 
pengawasan, serta langkah lain yang 
diperlukan untuk deteksi Fraud. 

3. Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi 

Pilar investigasi, pelaporan, dan sanksi berisi 
langkah untuk penyelidikan atau investigasi, 
sistem pelaporan, dan pengenaan sanksi 
terhadap kejadian Fraud dalam kegiatan usaha 
Perusahaan, serta langkah lain yang diperlukan 

 1. Prevention 

The prevention pillar consists of measures to 
reduce the risk of fraud, including anti-fraud 
awareness, vulnerability identification, 
employee vetting policies, and other necessary 
measures to prevent fraud. 

2. Detection 

The detection pillar includes measures to 
identify and detect fraud in the Company’s 
business activities, including whistleblowing 
policies and mechanisms, unannounced 
inspections, and monitoring systems, as well as 
other measures necessary for fraud detection. 

3. Investigation, Reporting, and Sanctions 

The pillar of investigation, reporting, and 
sanctions includes procedures for investigating 
incidents of fraud in the Company’s business 
operations, a reporting system, and the 
imposition of sanctions, as well as other 



untuk investigasi, pelaporan, dan pengenaan 
sanksi. 

4. Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut 

Pilar pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut 
berisi langkah untuk melakukan pemantauan, 
evaluasi, dan menindaklanjuti Fraud, serta 
langkah lain yang diperlukan untuk 
pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut. 

measures necessary for investigation, 
reporting, and the imposition of sanctions. 

4. Monitoring, Evaluation, and Follow-Up 

The monitoring, evaluation, and follow-up pillar 
includes steps for monitoring, evaluating, and 
following up on fraud, as well as other steps 
necessary for monitoring, evaluation, and 
follow-up. 

Pelaporan  Reporting 
1. Internal 

Pelaporan dilakukan secara berkala yaitu 2 (dua) 
kali dalam setahun dan/atau jika tedapat 
indikasi dan/atau terdeteksi Kejadian Fraud 
yaitu pada hari yang sama sesuai dengan 
informasi diterima terkait dengan adanya 
tindakan Fraud dilingkungan Perusahaan. 

Hasil Investigasi dilaporkan kepada Direksi 
maksimal H+2, dari Finalisasi penyusunan 
pelaporan. 

2. Eksternal 

Kepada Pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK): 

a. Laporan penerapan Strategi Anti Fraud 
pada tahun posisi akhir Desember dan 
disampaikan pada tanggal 31 Januari tahun 
berikutnya. 

b. Laporan Fraud yang berdampak signifikan 
wajib dilaporkan kepada OJK paling lama 3 
(tiga) hari kerja setelah diketahui. 

 1. Internal 

Reports are submitted periodically, specifically 
twice a year, and/or if there are indications of 
and/or a detected instance of fraud—in which 
case the report is submitted on the same day 
the information regarding the fraudulent 
activity within the Company is received. 

Investigation results are reported to the Board 
of Directors no later than H+2 after the report is 
finalized. 

2. External 

To the Financial Services Authority (OJK): 

a. A report on the implementation of the 
Anti-Fraud Strategy as of the end of 
December is submitted by January 31 of the 
following year. 

b. Reports on fraud incidents with significant 
impact must be submitted to the OJK no 
later than 3 (three) business days after they 
are discovered. 

 


